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Menimbang:

Mengingat

BUPATIBONDOWOSO,

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati Bondowoso
dan Wakil Bupati Bondowoso, dan sebagai pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang
Operasional Bupati Bondowoso dan Wakil Bupati Bondowoso
Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 1950) Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

6.Peraturan ...
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4078);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 112 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2020 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL BUPATI BONDOWOSO DAN WAKIL BUPATI
BONDOWOSOTAHUNANGGARAN2021.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso.
3. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk

mendukung pelaksanaan tugas Bupati Bondowoso dan
Wakil Bupati Bondowoso.

BAB II
BIAYAPENUNJANGOPERASIONAL

Pasal2

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun
Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus
juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Biaya ...
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a. Biaya Belanja Penunjang Operasional Bupati sebesar 60%
(enarn puluh persen] dari jumlah anggaran Rp
400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yakni sebesar Rp
240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

b. Biaya Belanja Penunjang Operasional Wakil Bupati sebesar
40% (empat puluh persen) dari jumlah anggaran
Rp 400.000.000;- (empat ratus juta rupiah), yakni sebesar
Rp 160.000.000,- (seratus enam puluhjuta rupiah).

Pasal3

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, diberikan terhitung mulai bulan Januari 2021.

Pasal4

Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2021.

BABIII
PENUTUP

Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 4 Januarl ';}'O.;l.1

WOSO,

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 4 Jonuorl aoa I

AERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

BERITADAERAHKABUPATENBONDOWOSOTAHUN2021 NOMOR 4


